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Latar Belakang Masalah

Lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak lepas dari pengaruh
global terhadap sistem peradilan konstitusi, yang mengadopsi model "judicial
review" sebagaimana berkembang di negara-negara demokrasi modern. Menurut
Jimly Asshiddigie keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjadi
“the guardian of the constitution”, yakni penjaga kemurnian konstitusi dari
kemungkinan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pembentuk
undang-undang. Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki
fungsi korektif terhadap legislasi yang bertentangan dengan prinsip konstitusional,
yang sekaligus memperkuat sistem checks and balances dalam penyelenggaraan
kekuasaan negara.

Mahkamah Konstitusi didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945) melalui putusan-
putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi
mendeskripsikan dalam visinya vyaitu tegaknya konstitusi dalam rangka
mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan

kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah

LJimly Asshiddigie, “Judicial review Dalam Hukum Indonesia”, Konstitusi Press, Jakarta,
2006, him . 2.



Konstitusi dalam menjalankan kekuasaanya secara merdeka dan bertanggung jawab
sesuai amanat konstitusi.?

Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu)
kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI
1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:?

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang dasar.

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia memiliki fungsi utama dalam melakukan pengujian
konstitusional (constitutional review), yang mencakup dua peran pokok. Pertama,
Mahkamah Konstitusi bertugas memastikan sistem demokrasi berjalan secara

seimbang melalui hubungan yang dinamis antara kekuasaan eksekutif, legislatif,

dan yudikatif. Kedua, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam memberikan

Amrizal J. Prang, “Implikasi Hukum Mahkamah Konstitusi”, Kanun Jurnal llmu Hukum,
Nomor 53, Volume 13, April 2011, him. 78. https://doi.org/10.24815/KANUN.V13|1.6233

3Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
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perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara agar tidak dirugikan oleh
tindakan lembaga negara yang melampaui batas kekuasaannya.”

Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsinya
yaitu pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga Negara
yang bersifat fundamental, oleh karenanya undang-undang tidak boleh
bertentangan dengan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi, yakni UUD
NRI Tahun 1945. Sehingga kehadiran Mahkamah Konstitusi dinilai mempunyai
kontribusi yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.> Keberadaan
lembaga ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk memperkuat struktur
ketatanegaraan yang demokratis dan berlandaskan supremasi konstitusi.®

Kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat represif, artinya
Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji undang-undang yang telah resmi
diberlakukan dan diumumkan, serta permohonan pengujian tersebut harus
diajukan oleh pihak yang mengalami kerugian atas hak konstitusionalnya akibat

berlakunya undang-undang tersebut.’

“imly Asshiddigie, “Menuju Negara Hukum Demokratis”, PT Bhuana llmu Popular,
Jakarta, 2009, him 340.

°| Dewa Gede Palguna, “Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya
Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”, Sinar Grafika, Jakarta,
2013, him. 264

®Bachtiar, “Poblematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian
Undang- Undang ”, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, him. 108.

Indra Wicaksono, “Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan
Hukum Nasional Dengan Model Preventive Review”, Majalah Hukum Nasional, Volume, 49,
Nomor 1 Tahun 2019, him. 9 https://doi.org/10.33331/mhn.VV49i1.94
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Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan menguji undang-
undang, dikenal sebagai negative legislator, yaitu lembaga yang tidak membentuk
norma baru, melainkan hanya menyatakan suatu norma dalam undang-undang
bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.®
Karakter negative legislator ini membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga
DPR maupun Presiden yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang.
Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi secara teoritik dibatasi untuk tidak
menciptakan norma hukum baru, melainkan hanya menyatakan konstitusionalitas
atau inkonstitusionalitas suatu norma.

Pelaksanaan tugas dan kewenangannya menguji Undang-undang,
Mahkamah Konstitusi harus membatasi dirinya jangan sampai menjadi super
body dalam pembuatan Undang-undang yang terjebak untuk menjadi lembaga
yang mempunyai hak “veto” secara terselubung,” serta tunduk pada sejumlah
prinsip pembatas yang wajib dijadikan pedoman. Sebagai contoh, Mahkamah
tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan yang memuat norma baru yang bersifat
mengatur (regulerend), karena hal tersebut merupakan kewenangan legislatif.
Selain itu, Mahkamah terikat pada asas ultra petita, yaitu tidak diperkenankan

memutus perkara melebihi ruang lingkup permohonan yang diajukan.® Namun

®Ika Kurniati Dan Lusi Liani, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative
legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 19457, Adil: Jurnal
Hukum, Vol 10, No 1, Tahun 2019, him. 131.

*Muhklis, “Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Dalam Memutus Dan Menafsirkan
UUD Setelah Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 19457, Syiar Hukum: Jurnal IImu
Hukum, Volume 13, Nomor 1, Maret 2011, him. 63. https://doi.org/10.29313/sh.v13i1.649

®Moh. Mahfud MD, “Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah
Konstitusi”,  Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 4, Oktober 2009, him. 5.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.artl
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dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi tidak lagi terikat pada asas ultra
petita.

Berbeda dalam praktiknya, tidak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi yang
bersifat konstruktif, bahkan progresif, dengan merumuskan norma baru sebagai
bentuk tafsir konstitusional dan mengalami pergeseran fungsi dimana Mahkamah
Konstitusi melalui putusannya terkadang mejadi lembaga yang bersifat positive
legislator atau pembentuk Undang-undang.™

Putusan yang dianggap menimbulkan implikasi inkonstitusional adalah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI11/2024. Permohonan yang
diajukan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
tersebut diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati dan Irmalidarti diterima oleh
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 September 2024 berdasarkan
Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 135/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024
dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)
dengan Nomor 135/PUU-XXI11/2024 pada tanggal 25 September 2024, yang telah
diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2024, memuat
alasan-alasan  permohonan dan ruang lingkup pasal vyang diuji
konstitusionalitasnya yaitu® :

1. Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017: “Pemilihan umum yang selanjutnya
disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

“Nurhayati, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Dalam Pengujian
Undang- Undang”, JOM UNRI Fakultas Hukum, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015, him. 13.
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7048
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Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017: “Pemungutan suara dilaksanakan
secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”;
Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017: “Pemungutan suara pemilu
diselenggarakan secara serentak”; dan

Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015: “Pemilihan dilaksanakan setiap 5
(lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Dasar konstitusional yang digunakan oleh pemohon pada perkara tersebut

adalah yaitu'®:

1.

2.

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”,

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945: “Gubernur, Bupati, dan Walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan
kota dipilih secara demokratis”,

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945: “Pemilihan umum dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”,
Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945: “Pemilihan umum diselenggarakan
oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri”,

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945: “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajin menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama dihadapan hukum”.

Putusan yang mengabulkan sebagian permohonan yang diucapkan dalam

sidang terbuka pada kamis 26 Juni 2025 ini tidak hanya menyatakan

inkonstitusionalitas norma tertentu dalam undang-undang, tetapi juga dianggap

memberi perintah kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan legislasi

ulang

dalam batas waktu tertentu. Mahkamah bahkan merumuskan arah dan

ketentuan norma yang harus dibentuk ke depan terkait pelaksanaan pemisahan

B1bid. him. 10.



pemilu dan pemilihan kepala daerah. Fenomena ini mempertegas posisi
Mahkamah Konstitusi dalam praktik yang tampak melampaui fungsi negative
legislator'®, namun disisi lain putusan 135/PUU-XXI1/2024 dianggap tidak
melanggar konstitusi karena muatan norma baru dalam amar putusannya
merupakan koridor tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan
Undang-undang.®®
Muatan positive legislator dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat
dilihat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa
suatu ayat, pasal ataupun Undang-undang yang diuji diputus dengan membuat
rumusan norma baru terkait pasal atau ayat yang diujikan*®, maka apabila dilihat
dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XX11/2024 terdapat rumusan
ataupun norma baru dari Pasal yang diuji yaitu:
1. Menyatakan Pasal 167 ayat (3), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kedepan tidak dimaknai,
“Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2
(dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak

pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan
Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden

“Ady Thea DA, Pilkada Masuk Rezim Pemilu, MK Dituding Melampaui Kewenangannya,
7 Juli 2025  (diakses pada 20  Februari 2026  Pukul  15.27  WIB)
https://www.hukumonline.com/berita/a/pilkada-masuk-rezim-pemilu-mk-dituding-melampaui-
kewenangannya-It686b2c852a285/

> Fath Putra Mulya, Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Masih Dalam Tugas
Konstitusiona, 1 Juli 2025 (Diakses Pada 20 Februari 2026 Pukul 15.29 WIB)
https://www.antaranews.com/berita/4935593/putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-masih-dalam-
tugas-konstitusional

'%Fika Alfiella, “Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian
Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Skripsi, Institute Agama Islam Negeri
Jember, Fakultas Syariah, 2021, him 5.
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diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari
yang diluburkan secara nasional”

2. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kedepan tidak dimaknai,
“Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2
(dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak
pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan
Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden
diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari
yang diluburkan secara nasional”

3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang kedepan tidak dimaknai, “pemilihan dilaksanakan
secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat provinsi, anggota
dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil
gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang
dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama
2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota dewan perwakilan
rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah atau sejak pelantikan
presiden/wakil presiden”

Apakah tindakan Mahkamah Konstitusi yang merumuskan norma pengganti
dalam amar putusannya masih dapat dikategorikan dalam kerangka negative
legislator?, bila Mahkamah melangkah terlalu jauh ke dalam ranah pembentukan
norma, maka hal tersebut dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip

pemisahan kekuasaan (separation of powers) serta menimbulkan disfungsi



lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, analisis
terhadap praktik Mahkamah dalam konteks ini menjadi penting guna memastikan
adanya checks and balances yang sehat antar cabang kekuasaan.*’

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI1/2024 ini telah
menuai perdebatan. Di satu sisi, tindakan ini dianggap sebagai bentuk
perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dan bentuk pemulihan
terhadap cacat hukum. Namun di sisi lain, langkah tersebut berpotensi melampaui
kewenangan yudisial dan memasuki ranah pembentukan undang-undang yang
seharusnya menjadi domain lembaga DPR dan Presiden, Oleh karenanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XX11/2024 perlu dikaji secara mendalam,
sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penetapan norma
yang dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi dengan judul “Kewenangan Mahkamah
Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Judicial Review Pada Suatu
Undang-Undang (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-
XX11/2024).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative

legislator dalam pengujian Undang-undang?

Y Agus Satria Adi Husada dan Hananto Widodo, “Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah
Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 46/Puu-Xiv/2016 Sebagai Negative Legislator”, Jurnal
Novum, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2018, him. 126.
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2. Bagaimanakah penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai
negative legislator dalam pertimbangan hakim terhadap Uji Materiil pada
Putusan Nomor 135/PUU-XXI11/2024?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, adapun mengenai tujuan dari penelitian ini

adalah :

a.  Untuk menganalisis dan melihat bagaimana kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagai negative legislator dalam pengujian Undang-Undang.

b.  Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana penerapan kewenangan
Mahkamah Konstitusi negative legislator dalam pertimbangan hakim
terhadap Uji Materiil pada Putusan Nomor 135/PUU-XX11/2024.

2. Manfaat Penelitian
Adapun mengenai manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan

manfaat praktis, yaitu :

a.  Manfaat Teoritis
Penelitian  diharapkan ini dapat memberikan kontribusi dalam

perkembangan ilmu hukum dan khususnya ilmu hukum tata negara terkait dengan

kewenangan lembaga Negara yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
menambah sumber kepustakaan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sebagai Negative legislator dalam Kewenangan Judicial review Terhadap Suatu

Undang-Undang.
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b.  Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontrisbusi bagi stakeholder
yang meliputi Mahkamah Konstitusi, Pengadilan, Dosen dan Mahasiswa
mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai negative legislator dalam
judicial review pada Undang-Undang sehingga menjadi pedoman dalam
penyelesaikan persoalan hukum yang menyangkut dengan masalah hukum tata
negara terkait dengan kewenangan lembaga Negara dalam hal ini adalah
kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah batasan penelitian yang digunakan untuk
tujuan membatasi agar penelitian lebih berfokus pada pokok permasalahan, oleh
karenanya dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk membuat batasan-
batasan yang akan dibahas agar penelitian tidak melebar dan menyimpang dari
pokok pembahasan yang telah penulis tentukan sebelumnya. Oleh sebab itu,
penulis membatasi lingkup penelitian hanya berfokus kepada analisis kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam pelaksanaan judicial
review terhadap undang-undang, dengan studi khusus terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI11/2024.

Penelitian difokuskan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi,
bentuk amar putusan, serta analisis yuridis dari putusan tersebut dalam konteks
kewenangan sebagai negative legislator. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh

mana Mahkamah Konstitusi, melalui putusan tersebut, tetap berada dalam koridor
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kewenangan konstitusionalnya atau justru menunjukkan kecenderungan perluasan
peran yang berpotensi mendekati fungsi positive legislator.
Kerangka Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menguraikan isi pembahasan serta
analisis dari penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka penelitian ini
sebagai berikut :
Bab | Menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka penelitian,
penelitian terdahulu, kajian kepustakaan, kerangka teori dan metode penelitian.
Bab Il Menjelaskan mengenai kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi
sebagai negative legislator dalam sistem hukum Indonesia.
Bab 11l Menjelaskan penerapan kewenangan negative legislator Mahkamah
Konstitusi dalam pertimbangan hakim terhadap Uji Materiil pada Putusan Nomor
135/PUU-XXI11/2024.
Bab IV Kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang diteliti, bagian ini
menjelaskan ringkasan utama dari hasil analisis serta memberikan arahan praktis
dan rekomendasi hasil pembahasan.
Keaslian Penelitian

Untuk menguji orisinalitas penelitian ini, penulis telah melakukan
penelusuran atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun

belum ditemukan penelitian dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi
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Sebagai Negative Legislator Dalam Judicial Review Pada Undang-Undang (Studi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XX11/2024)”.

Adapun terdapat beberapa karya tulis ilmiah atau penelitian terdahulu yang
memiliki kemiripan dengan judul tesis penulis, yaitu :

1.  Penelitian oleh Gugun Gunawan dan kawan-kawan yang berjudul
“Implikasi Konstitusional Putusan MK Nomor 135/PUU-XXI1/2024
Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah” yang
dipublikasikan di Jurnal JIHHP dengan Volume 6, Nomor 1, Oktober
2025.'

Penelitian ini membahas impliksi konstutisional akibat putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI11/2024 yang memisahkan
penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Latar belakang
penelitian tersebut berpijak pada kompleksitas pelaksanaan pemilu serentak
lima kotak yang terbukti membebani teknis penyelenggaraan, menurunkan
kaulitas partisipasi pemilih, serta melemahkan sistem kepartaian.

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
kualitatif dan analitis deksriptif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,
UU Pemilu dan UUD 1945. Hasil penelitian terebut menunjukkan bahwa

pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dimulai dari penafsiran

18Gugun Gunawan, dkk, “Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135/PUU-
XXI1/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah”, JIHHP : Jurnal llmu
Hukum Humaniora  dan Politik, Volume 6, Nomor 1, Oktober  2025.
https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6351


https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6351
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konstutisional terhadap pasal 22E dan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, serta
mengedepankan prinsip living konstitusional.

Mahkamah memutus bahwa pelaksanaan pemilu  serektak
inkonstitusional bersyarat dan menetapkan norma baru berupa pemisahan
pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu 2 tahun. Kemudian
dalam penelitian tersebut disebukan bahwa dari sisi politik pemisahan ini
berakibat pada penguatan partisipasi rakyat dan peningkatan kualitas
pemilu, perbaikan sistem kepartaian dan stabilitas pemerintahan.

Adapun persamaan dengan penelitian gugun gunawan yakni fokus
penelitian kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-
XXI11/2024. Namun terdapat perbedaan dimana Gugun Gunawan ingin
melihat implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-
XXI11/2024, sedangkan penulis sendiri ingin  melihat kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam pengujian Undang-
undang Pemilu terhadap UUD 1945 yang kemudian menghasilkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/pPUU-XX11/2024.

Penelitian oleh Ahmad Ari Fatullah dan kawan-kawan yang berjudul
“Implikasi Konstutisional Dan Sistematik : Analisis Putusan Mahkamah

Konstitusi  Nomor 135/PUU-XXI1/2024 Tentang Pemisahan Pemilu
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Nasional dan Pilkada” yang dipublikasikan pada Jurnal ELQANUN: Jurnal
Hukum Ketatanegaraan dengan Volume 3, Nomor 1 September 2025.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
tujuan untuk mengkaji implikasi konstustisional dan tantangan implementasi
dalam kerangka hukum positif. Hasil kajian penelitian tersebut menujukkan
bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI1/2024
memerlukan revisi undang-undang secara komprehensif agar tidak terjadi
kekosongan hukum atau Krisis legitimasi demokrasi.

Selain itu Ahmad Ari Fatullah dan kawan-kawan juga menyatakan
bahwa peran lembaga legislatif dan penyelenggara pemilu menjadi krusial
dalam menjembatani ketentuan konstitusi dengan kebutuhan sistem
pemiluan yang lebih efektif dan efisien.

Adapun persamaan dengan penelitian Ahmad Ari Fatullah yakni
sama-sama menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-
XX112024 sebagai objek penelitian. Namun terdapat perbedaan dimana
Ahmad Ari Fatullah ingin melihat implikasi konstutisional dan tantangan
implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-
XXI11/2024, sedangkan penulis sendiri ingin  melihat kewenangan

Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam pengujian Undang-

YAhmad Ari Fatullah, Dkk, “Implikasi Konstutisional dan Sistematik : Analisis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI11/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan
Pilkada”, ELQANUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, Volume 3, Nomor 1, September 2025.
https://doi.org/10.19109/1qg9pc62
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undang Pemilu terhadap UUD 1945 yang menghasilkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI11/2024.

3. Penelitian oleh Bintang Fajar Anom yang berjudul “Kewenangan
Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Norma Hukum Menjadi Undang-
Undang Melalui Judicial Review” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Palembang, 2025.%°

Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis normatif
dengan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan
dan doktrin hukum tata Negara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Bintang Fajar Anom mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi
memiliki sifat final dan mengikat sehingga secara langsung mempengaruhi
keberlakuan dan interpretasi norma undang-undang. Bintang Fajar Anom
juga mengatakan bahwa peran tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi
sebagai aktor penting dalam menjamin supremasi konstitusi, dan melindungi
hak-hak konstitusional warga Negara, sekaligus menjaga keseimbangan
kekuasaan antar lembaga Negara.

Adapun persamaan dengan penelitian Bintang Fajar Anom yakni
sama-sama melihat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah
norma hukum undang-undang melalui mekanisme judicial review. Namun
terdapat perbedaan dimana Bintang Fajar Anom tidak menggunakan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI11/2024 sebagai fokus

“Bintang Fajar Anom, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Norma
Hukum Menjadi Undang-Undang Melalui Judicial review”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Palembang, 2025.
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penelitian melainkan Putusan MK Nomor 29/PUU-XXI1/2023, Putusan MK

Nomor 51/PUU-XX1/2023 dan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI1/2023

sebagai objek kajian analisis, sedangkan penulis sendiri berfokus pada

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI11/2024 sebagai fokus

kajian untuk melihat kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative

legislator dalam pengujian Undang-undang Pemilu terhadap UUD 1945.
Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau prosedur yang ditempuh
dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas suatu data dalam suatu
penelitian, untuk memperoleh kembali dan mendapatkan fakta-fakta yang
bertujuan untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan yang sedang
diteliti.**
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
atau normative legal research, penelitian ini juga sering disebut peneltian hukum
doktriner karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan tertulis atau bahan
hukum lain artinya hanya terbatas pada hukum positif atau yurisprudensi, dan

lain-lain.?* Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan

?1Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,
him. 2.
?? panduan Penulisan Tugas Akhir, Magister Hukum Unimal, Op.Cit. him 22.
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tersier sebagai dasar untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang menjadi
objek penelitian.®
Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif yakni sifat penelitian yang
bertujuan menggambarkan secara sistematis, mendetail, dan akurat mengenai
norma hukum, asas, doktrin, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
terkait isu hukum tertentu .24
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-
undangan (statute approach) vyaitu pendekatan yang menelaah peraturan
perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang berkaitan
dengan permasalahan yang sedang diteliti.”Hal ini sesuai dengan bahan hukum
yang dianalisis yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
135/PUU-XXI1/2024.
3.  Objek Penelitian
Objek penelitian adalah sasaran ilmiah yang menjadi fokus utama dalam
sebuah penelitian, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi objek
utama yang akan diteliti yakni mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 135/PUU-XX11/2024.

4. Sumber Data Penelitian

Zpeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007,
him.35.

*Fajar Mukti ND Dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan
Empiris, Yoogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, him. 15.

% | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justifikasi Teori
Hukum, Prenada Media: Jakarta, him. 50.
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Sumber data utama yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data

sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan

atau data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, melainkan melalui

sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dapat berupa bahan-bahan

hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier.®

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari atas

peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Peraturan perundang-

undangan seperti

1)

2)

3)

4)

5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Juncto Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 jucnto Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

%Soerjono Sukanto Dan Sri Mammudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him. 13.
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7)

8)

9)
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

10) Dan bahan hukum lainnya.

b. Bukum Sekunder

Bahan hukum yaitu bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur

terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji yang berasal dari buku,

jurnal hukum, pendapat para ahli hukum dan internet.?’

c. Bahan Hukum Tersier

"Jhony lbrahim, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang,

2006, him 295.
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Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti
kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan lainnya yang dibutuhkan
peneliti untuk melengkapi penelitian ini.

5.  Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif serta dapat dibuktikan dan
dipertanggungjawabkan  kebenarannya, = peneliti  menggunakan  teknik
pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Metode ini
memanfaatkan data yang bersumber dari berbagai bahan pustaka sebagai landasan
utama dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian.?

Metode pengumpulan data ini dilaksanakan dengan menghimpun bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier. Langkah tersebut bertujuan untuk
membangun landasan serta acuan yang memadai dalam menganalisis data yang
diperoleh, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan dan tepat terkait
permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi dokumen, yaitu proses memperoleh data melalui penghimpunan dan analisis
terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan objek kajian. Seluruh data yang
diperoleh, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, selanjutnya
diolah serta dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan temuan yang sesuai

dengan tujuan penelitian.

?8sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Andi Offset, Yogyakarta 1990, him 9.
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6.  Analisis Data

Analisis Data adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang
lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk di interpresentasikan.”® Selanjutnya di
dalam pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis dengan 4 tahap
kegiatan yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian/display data dan
penarikan kesimpulan atau verifikasi, hal tersebut dilakukan guna menjawab

permasalahan yang telah dirumuskan, baru setelah itu membuat Abstraksi.

®Masri Singaribun, Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey”, LP3ES, Jakarta, 1997,
him.263.



